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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pembangunan good government governance di
Indonesia. Kualitas pembangunan good government governance dinilai menggunakan
governance index yang dibangun dengan metode Principal Component Analysis meliputi
prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, prinsip budaya hukum serta prinsip
kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa (1) 76,47% pemerintah
provinsi pembangunan good government governance pada berkualitas “baik” dan 23,53%
pemerintah provinsi dengan kualitas good government governance yang “cukup baik”; (2)
Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang terbaik dalam
implementasi good governance, sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi
terburuk untuk kualitas pelaksanaan good governance di Indonesia. Temuan ini menjadi
bukti empiris pentingnya komitmen semua pihak untuk bersinergi memperkuat
implementasi prinsip-prinsip good government governance.

Kata Kunci: Good Government Governance

PENDAHULUAN

Konsep good governance merupakan sebuah konsep yang cukup revolusioner untuk
menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang
(Holzhacker et al., 2016). Hadirnya konsep good governance telah menjadi berita baik bagi
negara-negara berkembang karena permasalahan ekonomi, kemiskinan dan juga kelaparan
yang disebabkan masih buruknya penyelenggaraan pemerintah (Andhika, 2017).
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Masalah governance di sektor publik telah mendapat perhatian besar di Indonesia sejak
pertengahan 2000, dimana pada 30 November 2004 pemerintah membentuk Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan tugas memperluas cakupan corporate
governance di sektor public karena konsep good governance diyakini mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan
kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan
dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap melalui penyelenggaraan negara
yang efisien dan efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Keser & GoOkmen, 2018; AlBassam, 2013; Ottervik,
2011; Sebudubudu, 2010) yang menyatakan bahwa penerapan good governance pada
organisasi pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
secara sigifikan baik pada kondisi normal maupun pada masa krisis ekonomi global,
sedangkan Susanto et al. (2014) menyatakan bahwa penerapan good governance pada
organisasi pemerintah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya
Shleifer & Vishny (1997) menyatakan bahwa penerapan good governance pada suatu
organisasi dapat mengatasi permasalahan agensi. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa
penerapan good governance dapat meningkatkan kualitas, pelayanan publik, menurunkan
praktek korupsi, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

World Bank (2019) melalui laporannya menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi
107 dari 214 negara yang disurvei dengan nilai indeks governance 46,48 dibawah negara
Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Informasi tersebut menunjukkan bahwa
kualitas pembangunan good government governance di Indonesia masih belum baik, dan
belum baiknya kualitas good government governance ini memberikan dampak negatif pada
berbagai sektor, seperti tumbuh dan berkembangnya praktek korupsi (Rahayuningtyas &
Setyaningrum, 2017; Lindstedt & Naurin, 2010); pertumbuhan ekonomi yang lambat
(AlBassam, 2013); meningkatnya kemiskinan (Sebudubudu, 2010); kesejahteraan yang
melambat (Keser & Gokmen, 2018; Ottervik, 2011) serta menurunnya kepercayaan publik
(Cheung, 2013).

Penelitian tentang good governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya
Susanto et al., (2014) melakukan penelitian tentang good governance dan kualitas
pelayanan untuk 33 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2012, dimana good
governance diukur menggunakan indeks governance dari Indonesia Governance Indeks.
Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata indeks good governance sebesar 5,70 (predikat
cukup). Rahayuningtyas & Setyaningrum (2017) menyatakan bahwa rata-rata tingkat
akuntabilitas pemda di Indonesia adalah 61% (predikat baik) dan rata-rata tingkat
transparansi sebesar 70% (predikat baik). Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut,
maka penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pembangunan good government
governance di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu khususnya tentang pengukuran good governance. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para stakeholder untuk
meningkatkan kualitas good government governance dalam rangka meningkatkan kualitas
organisasi pemerintah daerah di Indonesia.
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Good government governance pada riset ini diukur dengan governance indeks
menggunakan metode Principal Component Analysis (Zou et al., 2006; Rahayuningtyas &
Setyaningrum, 2017) meliputi: prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya
hukum serta kewajaran dan kesetaraan yang merupakan kebaharuan riset ini. Pengukuran
yang selama ini dipakai berupa indeks governance dari lembaga seperti Word Bank
melalui The Worldwide Governance Indicators dan The Partnership for Governance
Reform dalam bentuk indeks yang sudah jadi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari
penelitian (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017) dimana pengukuran governance indeks
berdasarkan prinsip akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme
dan responsiveness yang diolah dengan metode Principal Component Analysis.

KAJIAN PUSTAKA & PERUMUSAN HIPOTESIS

Good governance merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur
dan adil dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta
kewajaran dan kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010). Good
governance juga merupakan tata pemerintahan yang baik untuk mengatur pola hubungan
antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (BAPPENAS, 2007). Penerapan good
governance pada suatu organisasi memiliki dampak positif antara lain: meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Keser & GoOkmen, 2018; AlBassam, 2013); meningkatkan
kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing,
meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan (Komite Nasional Kebijakan Governance,
2010; Dwiyanto, 2006 ); meningkatkan kualitas pelayanan publik (Susanto et al., 2014;
Dwiyanto, 2006); meminimalisir agency problem (Shleifer & Vishny, 1997). Pengukuran
good governance pada umumnya menggunakan governance indeks yang diterbitkan oleh
lembaga tertentu seperti Word Bank dan The Partnership for Governance Reform seperti
yang dilakukan oleh (Sebudubudu, 2010; Ottervik, 2011; AlBassam, 2013; Susanto et al.,
2014; Keser & Gokmen, 2018), dengan skala penilaian berkisar dari angka 1=sangat buruk
sampai dengan angka 10=sangat baik. Selain itu, governance indeks dapat diolah dengan
metode Principal Component Analysis (Zou et al., 2006; Rahayuningtyas & Setyaningrum,
2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018
karena pemerintah provinsi merupakan manifestasi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Governance indeks dihitung menggunakan metode Principal Component Analysis, dimana
untuk prinsip demokrasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip budaya hukum
serta prinsip kewajaran dan kesetaraan dihitung nilai indeksnya berdasarkan pengukuran
yang ada dan kemudian dijumlahkan serta dihitung nilai rata-ratanya. Data penelitian ini
diperoleh dari BPS-RI dan BPK-RI. Adapun pengukuran untuk masing-masing prinsip
good governance dari KNKG sebagai berikut:

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan
pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik
dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses
penyelenggaraan negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diukur dengan menggunakan
Indeks Demokrasi Indonesia (Rauf et al., 2014; Ibrahim, 2017).
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Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi
yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi ukuran transparansi sebagaimana
penelitian (Subardjanto & Yulianingtyas, 2011; Djasuli, 2013; Rahayuningtyas &
Setyaningrum, 2017). Pengukuran pengungkapan dilakukan dengan membandingkan
antara pengungkapan dalam LKPD dibandingkan dengan pengungkapan wajib menurut
Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. (Heriningsih & Rusherlistyanti, 2015;
Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara
mempertanggungjawabkannya. Tingkat akuntabilitas diukur dengan tingkat tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat
ditindak lanjuti dibagi dengan total rekomendasi (Liu & Lin, 2012; Rahayuningtyas &
Setyaningrum, 2017). Semakin tinggi tingkat TLRHP, maka menunjukkan semakin
tingginya kemauan pemda untuk memperbaiki penyelenggaraan keuangan negara dengan
baik sehingga tercipta pelaksanaan GGG yang mencerminkan pemerintahan yang bebas
dari korupsi.

Budaya Hukum mengandung unsur penegakan hukum (law inforcement) secara tegas
tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran.
Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum pada penelitian ini
diukur dengan tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum (Soekanto,
2012; Arliman, 2019).

Kewajaran dan Kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam
pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara
bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diukur dengan menggunakan opini audit
yaitu apabila memperoleh opini WTP akan memperoleh poin 5, opini WTP DPP akan
memperoleh poin 4, sedangkan opini WDP akan memperoleh poin 3, opini TW akan
memperoleh poin 2 dan opini TMP akan memperolen poin 1 (Heriningsih &
Rusherlistyanti, 2015; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Kualitas pembangunan
good government governance di Indonesia dilakukan dengan melihat trend nilai
governance indek hasil pengolahan dengan metode Principal Component Analysis untuk
masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kualitas Pembangunan GGG

Kualitas pembangunan good government governance di Indonesia berdasarkan metode
Principal Component Analysis selama periode pengamatan menghasilkan informasi bahwa
26 atau 76,47% pemerintah provinsi memiliki kualitas yang “baik” dan 8 atau 23,53%
memiliki kualitas “cukup baik”. Kualitas pembangunan good government governance
dengan predikat “baik” meliputi 5 pemerintah provinsi di wilayah Sumatera, 1 pemerintah
provinsi di wilayah Papua, seluruh pemerintah provinsi di wilayah Jawa, Nusa Tenggara,
Kalimantan, dan Sulawesi.  Sedangkan kualitas pembangunan good government
governance dengan predikat “cukup” meliputi Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera
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Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Provinsi
Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki nilai rata-rata governance
index tertinggi sebesar 74,79 kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi
Kalimantan Utara dengan predikat “baik” yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bali
merupakan provinsi terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia dalam
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas,
budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Adapun Provinsi Maluku Utara merupakan
provinsi yang paling rendah untuk kualitas pembangunan good government governance di

Indonesia dengan nilai rata-rata governance indeks sebesar 49,21 dengan predikat “cukup”.
Selanjutnya, berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan
wilayah yang secara rata-rata lebih unggul dan lebih berkualitas dalam pembangunan good
government governance dibandingkan dengan di wilayah lain di Indonesia dengan nilai
rata-rata governance indeks sebesar 67,90 (predikat baik) sedangkan wilayah Maluku
merupakan wilayah yang secara rata-rata kualitas pembangunan good government
governance nya paling rendah dengan nilai rata-rata governance indeks sebesar 53,85
(predikat cukup). Rendahnya kualitas pembangunan good government governance di
wilayah Maluku disebabkan karena pemerintah provinsi yang ada di wilayah Maluku
merupakan provinsi yang termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat kesejahteraan
yang masih rendah. Tingkat kesejahteraan yang rendah menggambarkan rendahnya tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan dan pendapatan per-kapita suatu daerah yang tentunya akan
menghambat pembangunan good government governance dan menjadikan kualitas
governance indeks menjadi rendah, mengingat pembangunan good government
governance yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar (Lampiran_Tabel 1).

Perkembangan pembangunan good government governance di Indonesia yang tersebar
pada 7 wilayah mengalami fluktuasi dan cendrung menurun, namun secara predikat tidak
mengalami perubahan yakni predikat “baik”. Ini menunjukkan bahwa kualitas
pembangunan good government governance di Indonesia adalah “baik” meskipun secara
nilai cendrung menurun (Lampiran_Tabel 1). Temuan riset ini sejalan dengan hasil
penelitian (Rasul, 2009; Djuaeni, 2015) yang menyatakan bahwa kualitas pembangunan
good governance pada pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik yang
disebabkan karena krisis multidimensi meliputi krisis moral, krisis hukum, Krisis
kepercayaan, dan krisis politik.

Kualitas Pembangunan Prinsip-Prinsip GGG

Prinsip-prinsip good governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010)
meliputi: prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan
kesetaraan. Hasil perhitungan menggunakan metode Principal Component Analysis untuk
masing-masing prinsip-prinsip good governance tersebut sebagai berikut (Lampiran_Tabel
2):
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Prinsip Demokrasi

nilai rata-rata indeks demokrasi pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar 72,78 dengan
predikat baik dan dari 34 pemerintah provinsi yang ada, 26 provinsi atau sekitar 75% nilai
rata-rata indeks demokrasinya diatas 70 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum
pembangunan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang disebabkan oleh
makin meningkatnya partisipasi warga negara dalam pembangunan dan makin
meningkatnya pengakuan serta penghormatan atas perbedaan pendapat di masyarakat.
Nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi di Indonesia selama periode pengamatan dimiliki
oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83,18 (predikat sangat baik),
sedangkan Provinsi Papua merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata
terendah untuk indeks demokrasi yakni sebesar 60,85 dengan predikat ‘“cukup”.
Selanjutnya berdasarkan pengelompokan wilayah di Indonesia, wilayah Kalimantan
merupakan wilayah yang paling unggul di Indonesia dalam hal pembangunan demokrasi

dimana nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi untuk wilayah Kalimantan sebesar 76,63
(predikat baik) dan juga merupakan wilayah di Indonesia yang seluruh pemerintah
Provinsinya memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi diatas 73,00, sedangkan wilayah
Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata terendah indeks demokrasi dengan
nilai 61,13 (predikat cukup).

Prinsip Transparansi

Pembangunan transparansi dalam bentuk pengungkapan dan penyediaan informasi oleh
seluruh pemerintah provinsi di Indonesia terdapat 30 atau 88% pemerintah provinsi dengan
nilai rata-rata indeks transparansi dibawah 4 atau dengan predikat “buruk”, sedangkan
sisanya dengan predikat “cukup” meliputi Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan
transparansi oleh pemerintah provinsi di Indonesia masih cendrung buruk. Buruknya
pembangunan transparansi ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan
pemerintah daerah pada aturan tentang transparansi yang telah diundangkan serta
kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi.

Prinsip Akuntabilitas

Pembangunan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional masih
belum baik, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata indeks akuntabilitas selama periode
pengamatan hanya sebesar 53,86 (predikat cukup) dan juga hanya ada 10 pemerintah
provinsi di Indonesia yang nilai rata-rata indeks akuntabilitasnya diatas 60 poin. Belum
baiknya pembangunan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia disebabkan
karena masih belum baiknya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah
yang disebabkan karena tidak profesional dalam penempatan pegawai, bahkan masih
ditemuinya beberapa penempatan pegawai berdasarkan faktor politik dan faktor KKN.
Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terbaik dalam pembangunan
akuntabilitas, dimana nilai rata-rata indeks akuntabilitas Provinsi Bali adalah tertinggi di
Indonesia yakni sebesar 88,80 (predikat sangat baik) sedangkan nilai rata-rata indeks
akuntabilitas tertendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan nilai 27,66 (predikat
buruk).
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Selanjutnya wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam
pembangunan akuntabilitas, karena nilai rata-rata tertinggi indeks akuntabilitas untuk
wilayah Nusa Tenggara lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia yakni sebesar
64,46 (predikat baik) sedangkan wilayah Sumatera merupakan wilayah dengan kualitas
terendah untuk pembangunan akuntabilitas di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks
akuntabilitas sebesar 46,97 (predikat cukup).

Prinsip Budaya Hukum

Kondisi penegakan hukum dan ketaan hukum pada pemerintah daerah di Indonesia secara
nasional yang tercermin pada nilai indeks budaya hukum menunjukkan kondisi yang
kurang baik, dimana nilai rata-rata indeks budaya hukum hanya sebesar 54.30 dengan
predikat “cukup” dan hanya 12 provinsi di Indonesia yang menunjukkan predikat baik
dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum. Kondisi ini disebabkan karena
masih belum baiknya intergritas dari para penegak hukum, dimana masih ditemui beberapa
oknum aparat penegak hukum yang dihukum karena kasus korupsi atas dugaan jual-beli
perkara dan masih lemahnya sanksi hukum bagi para pelanggar hukum. Provinsi Jawa
tengah merupakan provinsi terbaik di Indonesia dalam penegakan hukum dan juga ketaatan

pada hukum dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan
sebesar 84,43 (predikat sangat baik) sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi
terburuk dalam hal penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai rata-rata
indeks budaya hukum sebesar 22,65 (predikat buruk). Selanjutnya, praktek penegakan
hukum dan ketaatan pada hukum terbaik berada di wilayah Kalimantan dengan nilai rata-
rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 66,22 (predikat baik)
sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terburuk dalam praktek penegakan hukum
dan ketaatan pada hukum di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum 34,03
(cukup).

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan oleh pemerintah provinsi di Indonesia
menunjukkan hal yang sangat baik, dimana 85% pemerintah provinsi di Indonesia
memiliki predikat sangat baik dalam praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan dan
predikat sangat baik ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan
merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam pembangunan kewajaran dan kesetaraan
dengan berpredikat ‘“sangat baik”, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah
terendah pembangunan kewajaran dan kesetaraan dengan “baik”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan metode Principal Component Analysis terdapat 26 atau 76,47% pemerintah
provinsi yang pembangunan good government governance nya berkualitas “baik” dan 8
atau 23,53% pemerintah provinsi dengan kualitas “cukup baik”. Kualitas pembangunan
good government governance di Indonesia mengalami fluktuasi dan cendrung menurun,
namun secara predikat tidak mengalami perubahan yakni tetap dengan predikat “baik”.
Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang terbaik dalam membangun
good government governance, sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi
terburuk.
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Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang lebih berkualitas dalam membangun good
government governance sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang kualitas
pembangunan good government governancenya terendah. Implikasi dari temuan ini berupa
penggunaan metode Principal Component Analysis sebagai alternative pengukuran good
governance. Selain itu, implikasi lainnya berupa lahirnya revisi undang-undang ataupun
peraturan pemerintah/peraturan daerah tentang penerapan good government governance
untuk mewujudkan peningkatan kualitas prinsip-prinsip good government governance serta
sanksi dan reward. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup pemerintah provinsi dan
juga periode yang terbatas (2014-2018), sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya
menggunakan lingkup pemerintah kabupaten/kota dengan periode yang lebih panjang agar
lebih lengkap.
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